
9 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke 

Reformasi, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. 

--------, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 

2016. 

Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana, Tarsito, Bandung, 1984. 

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998. 

E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, 

Surabaya, 1987.
 

--------, dan Moh.Salaeh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT.Ichtiar 

Baru, Jakarta, 1983. 

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996.  

H.Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT.Alumni, 

Bandung, 2006. 

Johannes Andenaes dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori 

dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992. 

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. 

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002.  

Pontang Moerad B.M, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam 

Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005. 

R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke VI, Putra A Badrin, 

Bandung, 1999. 

R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995. 

R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.ke.XII, Intermasa, Jakarta, 1999 

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mondar 

Maju, Bandung, 1995. 

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & 

Implementasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. 

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Liintasan Sejarah, Pustaka Filsafat, 

Kanisius, Cet.7, Jogjakarta, 1993. 

Peraturan perundang-undangan 



 

10 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai 

dengan Amandemen ke IV tahun 2002 ; 

Staatblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wet Boek (KUHPerdata) 

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk 

Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP. 

--------. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

--------, Nomor 39 Tahun 1999 tentangg Hak Asasi Manusia (HAM) ; 

--------, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2009 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana 

Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

--------, Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana. 

--------, Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan 

Masyarakat Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Sumber lain 

Surat Perjanjian dibawah tangan tanggal 13 September 2017 antara H.Ikin beserta 

istri dengan Mulyana beserta istri ; 

--------, Perdamaian tanggal 18 Januari 2018 antara H.Ikin beserta istri dengan 

Mulyana beserta istri 

Berkas Perkara Laporan Polisi di Polrestabes Bandung No.Pol. : 

LP/2735/XII/2017/Polrestabes, tanggal 6 Desember 2017. 

H. Van Der Tas, “Kamus Hukum Belanda Indonesia” Timur Mas, Djakarta, 1961. 

Muhamad Fauzi, “Tidak Bayar Hutang, Wanprestasi atau Penipuan,” 

https://kompasiana.com, diakes, Senin, 11 Maret 2019, jam 15.15 Wib 

Register Perkara Perdata di pengadilan Negeri (Perdata) Bandung Nomor : 

497/PDT/G/2017/PN.Bdg tanggal 29 Nopember 2017 

Utrecht, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia,” Jakarta, 1957.  

Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 

1977. 

 

 

https://kompasiana.com/

